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ABSTRAK

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan salah satu bentuk hubungan
kerja yang bertujuan memberikan fleksibilitas dalam sistem ketenagakerjaan. Namun,
pengaturan PKWT dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 masih menimbulkan persoalan
mengenai kepastian hukum terhadap status pekerja serta pemenuhan hak-hak pekerja.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sistem ketenagakerjaan bagi
pekerja PKWT dengan prinsip kepastian hukum dan menganalisis implikasi hukum
pengaturan status pekerja PKWT terhadap pemenuhan hak pekerja. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara normatif menggunakan
metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKWT belum
sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena belum terdapat ketentuan yang
secara tegas mengatur perubahan status pekerja PKWT menjadi PKWTT setelah
hubungan kerja berlangsung secara terus-menerus. Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan ketidakpastian status hubungan kerja serta mengurangi perlindungan
terhadap hak-hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan
PKWT melalui perumusan norma yang lebih jelas mengenai kepastian status pekerja
agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keseimbangan hak serta
kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja sesuai dengan prinsip negara hukum.
Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Kepastian Hukum, Status
Pekerja, Perlindungan Hukum, Hak Pekerja.
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ABSTRACT

The Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) is a form of employment
relationship designed to provide flexibility within the labor system. However, the
regulations governing PKWT specifically under Law Number 6 of 2023 concerning
Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021 continue to raise issues
regarding legal certainty concerning worker status and the fulfillment of workers'
rights. This study aims to analyze the alignment of the employment system for PKWT
workers with the principle of legal certainty and to examine the legal implications of
PKWT status regulations on the fulfillment of workers' rights. This is a normative
legal study employing both statutory and conceptual approaches. The legal materials
utilized—comprising primary, secondary, and tertiary sources—were analyzed
normatively using a deductive method. The findings indicate that PKWT regulations
do not yet fully provide legal certainty, as there are no provisions explicitly governing
the conversion of a PKWT worker's status to that of an indefinite-term worker
(PKWTT) following a continuous employment relationship. This situation potentially
creates uncertainty regarding the status of the employment relationship and
diminishes the protection of workers' rights. Therefore, it is necessary to refine PKWT
regulations by formulating clearer norms regarding worker status to ensure legal
certainty, legal protection, and a balance of rights and obligations between workers
and employers, in accordance with the principles of a state based on the rule of law.
Keywords: Fixed-Term Employment Agreement (PKWT), Legal Certainty, Worker
Status, Legal Protection, Workers' Rights.
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